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P U T U S A N

Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Slawi  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Perceraian antara; 

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Juli 1960 (umur

63  tahun),  agama  Islam,  Pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx

xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di

KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Januari 1948 (umur

75 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,

Pendidikan  Belum  Sekolah,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2023

telah  mengajukan  gugatan  perceraian  yang  telah  didaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 04

September 2023, dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada  tanggal  24  November  2022,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Xxxxxxxxxx,  Kabupaten  Tegal,

sesuai  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  0739/064/XI/2022,  tertanggal  24
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November 2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan jani sighat taklik talak

sesuai degan yang tercantum dalam buku nikah, yang berbunyi;

Sesudah akad nikah saya (TERGUGAT) berjanji dengan sesungguh hati,

bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama (PENGGUGAT) dengan

baik (muasyarah bil,aruf) menurut ajaran Islam. Kepada Istri saya tersebut

saya menyatakan sighat taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya :

1) Meningggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

3) Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau;

4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau

lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan

gugatan  kepada  Pengadilan  Agama,  maka  apabila  gugatannya  diterima

oleh  Pengadilan  tersebut,  kemudian  istri  saya  membayar  Rp.  10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak

saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup di

rumah  orang  tua  Penggugat  yang  beralamat  di  KABUPATEN  TEGAL,

selama 1 bulan, terakhir tinggal bersama bulan Januari tahun 2023;

4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda ditinggal mati dan

Tergugat berstatus Duda;

5. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berhubungan

sebagaimana layaknya suami  istri  (bada dukhul)  dan belum mempunyai

anak;

6. Bahwa semula  kehidupan rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

berjalan cukup harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat

pergi meningalkan Penggugat;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat  tinggal  selama  sekitar  7  bulan,  selama  berpisah  tempat  tinggal

antara Penggugat kemudian Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan
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bathin  kepada  Penggugat,  antara  Penggugat  selanjutnya  Tergugat  tidak

pernah  kumpul  bersama dan  Tergugat  sudah  tidak  peduli  lagi  terhadap

Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

tangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak nomor 2 dan 4;

10. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan  Agama Slawi  kiranya  berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  berkesimpulan  bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan

lagi,  oleh  karenanya  Penggugat  memohon  ke  hadapan  Ketua  Pengadilan

Agama Slawi  Cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakn bahwa suami  telah  melanggal  taklik  talak  yang diucapkan

setelah akad nikah ayat 2 dan 4;

3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT)

talak  satu  khuli  dengan  iwadh  (pengganti)  Rp.  10.000,-  (sepuluh  ribu

rupiah);

4. Membebankan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
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dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah

pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan

Penggugat dan Tergugat  untuk menempuh proses mediasi  dengan mediator

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.,  hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi  tidak

berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk

umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa  atas  gugatan  perceraian  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-

dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai kerena sudah tidak ada

kecocokan lagi dengan Penggugat;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK.

xxxxxxxxx  tanggal  21  Maret  2013,  yang   dikeluarkan   untuk  wilayah

Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai

dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Xxxxxxxxxx  Kabupaten  Tegal

Provinsi  Jawa Tengah  Nomor:  0739/064/XI/2022  tanggal  24  November

2022, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup

dan telah dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI  1,  umur  49  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  Sekolah

Dasar,  Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx,  tempat  tinggal  di  KABUPATEN

TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

bibi Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah ;
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- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat  hidup bersama

terakhir  di  rumah orang  tua  Penggugat  namun belum dikaruniai

anak;

- bahwa semula  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat   dalam

keadaan rukun,  namun sejak  bulan  Januari  2023 Tergugat  telah

pergi meninggalkan Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7

bulan dan  selama  pisah  Tergugat  telah  membiarkan  dan  tidak

pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

2. SAKSI  2,  umur  52  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  Sekolah

Dasar,  Pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  tinggal  di  KABUPATEN

TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi  tetangga Penggugat;

- bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah pasangan suami

istri yang sah ;

- bahwa setelah menikah,  Penggugat dan Tergugat  hidup

bersama terakhir  di  rumah orang tua  Penggugat  namun belum

dikaruniai anak;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 Tergugat

telah pergi meninggalkan Penggugat;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah

selama 7 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan

tidak pernah  memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan  mencukupkan  bukti-bukti  tersebut  lalu

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada  gugatannya  dan

mohon putusan;

 Bahwa,  atas  perintah  Ketua  Majelis, Penggugat  menyerahkan  uang

iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
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Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,  Penggugat

dan  Tergugat telah  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  kemudian

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau

rukun  lagi  membina  rumah  tangganya,  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Dengan

demikian  pemeriksaan  perkara  a-quo  telah  memenuhi  maksud  pasal  82

Undangundang  Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang,  bahwa sebagimana  diamanatkan dalam pasal  7  ayat  (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah

pula mengupayakan perdamaian melalui  jalan mediasi  dengan mediator Aris

Setiawan,  S.Ag.,M.H.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Slawi,  akan  tetapi  upaya

mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa Tergugat telah hadir  di  persidangan, namun pada

persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  sebagai  wakilnya,  walaupun  telah  diberitahu  di

persidangan  sebelumnya  dan  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedang

ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah,  maka

gugatan dapat  dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat  dijatuhkan di

luar hadirnya Tergugat (contradictoir);

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat  majelis  menilai

bahwa  yang  dijadikan  alasan  gugatan  Penggugat  adalah  Tergugat  telah

melanggar taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah aqad nikah, alasan

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

dan  karenanya  secara  formal  gugatan  Penggugat  patut  diterima  dan

dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa telah ternyata setelah mediasi dilaksanakan Tergugat

tidak menyampaikan tanggapan dan juga jawaban karena pada persidangan

berikutnya Tergugat  tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga tidak ada

yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari

Tergugat, oleh karena perkara ini adalah menyangkut perkara perceraian dan

juga  dalam  rangka  untuk  menghindari  kebohongan  serta  penyelundupan

hukum, mengacu kepada Pasal 163 HIR,  maka gugatan Penggugat tersebut

harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim

tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  merupakan  akta  otentik  dan  telah

bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  perubahan kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  Slawi

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  merupakan  akta  otentik  dan  telah

bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus

dinyatakan telah  terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Penggugat

terikat dalam perkawinan yang sah dan Tergugat membaca sighat taklik talak,

oleh  karenanya  berdasarkan  bukti  tersebut  haruslah  dinyatakan  bahwa

Tergugat  telah  mengucapkan  janji  taklik  talak,  oleh  karena  itu  Penggugat

memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
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Menimbang,  bahwa  saksi-saksi   yang  diajukan  Penggugat,  sudah

dewasa,  berakal  sehat,  dan  keterangannya  telah  disampaikan  di  depan

persidangan  dan  di  bawah  sumpahnya  masing-masing  serta  saksi  tersebut

bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-

undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi  syarat  formal  sebagaimana

diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan mengenai

Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  sekarang  sudah  pisah

selama 7 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah

memberi nafkah wajib kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu

dengan  yang  lain  serta   relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang,  bahwa  kesaksian  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat

telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ; 

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas

keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim

menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut : 

 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

 bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik

talak ;

 bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat  hidup bersama

terakhir di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak; 

 bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  dalam

keadaan  rukun,  namun  sejak  bulan  Januari  2023  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

 bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan

dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah  memberi

nafkah wajib kepada Penggugat ;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  menjadi

fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang

pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah

tidak  memberi  nafkah  selama  lebih  dari  3  (tiga)  bulan  berturut-turut,  serta

membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut ;

Menimbang,  bahwa  atas  pelanggaran  talik  talak  yang  dilakukan

Tergugat, kemudian  Penggugat  tidak  ridho,  kemudian  Penggugat  telah

membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti),

dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud ; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh  yang termuat  dalam kitab

Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut : 

ومن علهههق طلقههها بصهههفة وقهههع بوجودهههها عمل
  بمقتضى اللفظ

Artinya:  ”Barang  siapa  menggantungkan  talak  dengan  sesuatu  sifat,  maka

jatuhlah  talaknya  itu  dengan  adanya  sifat  itu  menurut  dlohirnya

lafadz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas  Majelis  Hakim  berkesimpulan  gugatan  Penggugat  dengan  alasan

pelanggaran taklik talak telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf ( g )

Kompilasi  Hukum Islam,  maka gugatan Penggugat  dapat  dikabulkan secara

verstek  dengan  jatuh  talak  satu  khul’i  dari  Tergugat  terhadap  Penggugat

dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) ;   

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menjatuhkan  talak  satu  khul'i  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat  (PENGGUGAT)  dengan  iwadl   Rp10.000,00-  (sepuluh  ribu

rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Kamis tanggal 05 Oktober 2023  Masehi bertepatan

dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  ini  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Imam Musyafa, S.H

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Khoerun, M.H Aris Setiawan, S.Ag., M.H
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Panitera Pengganti,

Imam Musyafa, S.H

Perincian Biaya :
1.PNBP

a. Pen

daftaran

: Rp 30.000,00,-

b. Pan

ggilan

Pertama  P

dan T

: Rp 20.000,00,-

c. Redaksi : Rp 10.000,00,-
2.Biaya Proses : Rp 75.000,00,-
3. Panggilan : Rp 230.000,00,-
4. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 375.000,00,-
     (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

M Munir, S.H., M.H. 
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